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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai berbagai kegiatan yang 
dilakukan suatu negara atau daerah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi 
dan kualitas hidup masyarakatnya (Arsyad, 2005). Pembangunan ekonomi yang 
tidak merata di berbagai wilayah Indonesia dapat menyebabkan ketimpangan 
antara daerah pedesaan dengan perkotaan. Masalah ketimpangan tersebut 
berdampak pada masalah kependudukan, yang umumnya mengenai 
pertambahan penduduk di negara-negara berkembang yang jumlahnya sangat 
besar. Salah satu fenomena yang sering disoroti terkait masalah penduduk adalah 
perpindahan penduduk dari daerah desa ke kota yang bertambah pesat dan 
menimbulkan masalah urbanisasi yang berlebihan (Todaro, 1998). 
Pulau Jawa yang dikenal dengan pertumbuhan ekonominya merupakan 
salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. 
Menurut Sensus Penduduk (SP) tahun 2015, dengan luas wilayah sebesar 
128.297 km² dan dengan kepadatan penduduk seluruh daerah Pulau Jawa 
sebesar 20.902 jiwa/km2, angka tersebut menandakan bahwa Pulau Jawa 
merupakan pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia. Situasi ini dapat 
dicermati pada Grafik 1.1. Rata-rata kepadatan penduduk provinsi di Pulau Jawa 
pun masih berfluktuasi setiap tahunnya dan sempat mengalami penurunan pada 
tahun 2007 sebesar 2876 Jiwa/km2 dan kemudian meningkat sampai tahun 2015 
menjadi sebesar 3484 jiwa/km2, di mana angka tersebut ternyata melebihi angka 
2 
 
kepadatan nasional pada tahun 2015 yang besarnya 140 jiwa/km2. 
Grafik 1.1 
Rata-Rata Kepadatan Penduduk di Pulau Jawa Tahun 2005-2015 
(Jiwa/km2) 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
Kepadatan penduduk tersebut diakibatkan Laju penduduk yang sangat 
tinggi. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga komponen demografi, 
seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Gambaran tentang komponen fertilitas 
dan mortalitas menunjukkan kecenderungan penurunan. Dengan demikian, 
faktor utama yang diduga menjadi penyebab peningkatan laju pertumbuhan 
penduduk selama sepuluh tahun terakhir adalah variabel migrasi (Sudibia dkk, 
2012).  
Tingginya jumlah penduduk di Indonesia tidak didukung dengan 
persebaran penduduk yang merata. Data hasil Sensus Penduduk (SP) 2015 
menunjukkan bahwa 57,5 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau 
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keseluruhan wilayah Indonesia (BPS, 2015). Adanya ketimpangan persebaran 
penduduk di Indonesia menjadi latar belakang pemerintah dalam menyusun 
kebijakan mobilitas penduduk atau biasa disebut dengan migrasi 
Hasil studi yang dilakukan oleh Firman (1994) menunjukkan bahwa 
migrasi internal terpusat ke Pulau Jawa. Meskipun sejak tahun 1970-an terlihat 
kecenderungan arus migrasi mulai beralih ke luar Jawa, konsentrasi penduduk 
Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Selain itu bahwa Pulau Jawa menjadi 
daerah tujuan utama para migran karena Pulau Jawa merupakan pusat 
perekonomian, pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya. 
Migrasi merupakan salah satu penyebab terjadinya pertumbuhan 
penduduk di suatu wilayah yang memiliki gejala khusus yang sifatnya tidak 
teratur (irregular), di mana hal ini sangatlah berbeda dengan pengaruh 
pertumbuhan penduduk alamiah yang sifatnya lebih teratur (regular). Migrasi 
seringkali berpengaruh besar terhadap perubahan jumlah penduduk di suatu 
daerah dengan cepat dan dalam waktu yang relatif singkat. Akibatnya, migrasi 






Migrasi Masuk ke Provinsi di Pulau Jawa Berdasarkan banyaknya 
Penduduk yang Masuk Tahun 1995, 2000, 2005, 2010, dan 2015 (Jiwa) 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
Berdasarkan Grafik 1.2, total migran yang masuk di enam provinsi di 
Pulau Jawa mengalami fluktuasi yang berbeda-beda setiap lima tahunnya. 
Wilayah yang menyumbang migrasi masuk terbesar di Pulau Jawa yaitu Jawa 
Barat dan DKI Jakarta, di mana jika dijumlah, migrasi masuk ke Jawa Barat dari 
tahun 1995, 2000, 2005, 2010, dan 2015 keseluruhan yaitu 4.745.477 jiwa, 
sedangkan DKI Jakarta tertinggi setelah Jawa Barat yaitu 3.014.977 jiwa. Hal 
itu terjadi karena daerah tersebut merupakan pusat perekonomian, pemerintahan, 
pendidikan, kegiatan sosial ekonomi lainnya, dan secara garis besar kedua 
daerah tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, Hal itu 
menunjukkan bahwa migrasi penduduk ke Pulau Jawa cenderung meningkat 
meski fluktuatif. 
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migrasi sudah ada sejak lama, dan banyak faktor yang menyebabkan migrasi 
terjadi, di antaranya adalah faktor kesenjangan ekonomi yang sangat timpang 
antara desa dan kota. Di negara berkembang, kota merupakan pusat yang harus 
diprioritaskan yang kemudian menyebabkan desa menjadi daerah yang kurang 
mendapat perhatian dari pemerintah. Adanya kebijakan ekonomi makro yang 
lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi membawa konsekuensi 
tumbuhnya usaha berskala besar yang padat modal dan berkembang menjadi 
kantong-kantong ekonomi yang lebih berdampak di kota. (Anggraini dan 
Fafurida, 2016). 
Dalam pembangunan regional, partisipasi ekonomi penduduk, hasil-hasil 
pembangunan ekonomi dan sosio demografis dapat diukur dengan proporsi 
PDRB daerah tersebut. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan total nilai dari 
barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dengan menggunakan faktor-
faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk negara tersebut dan penduduk atau 
perusahaan negara lain (Sukirno, 2000).  
Data mengenai jumlah migran masuk ke Indonesia memberikan 
gambaran secara tidak langsung mengenai kondisi pembangunan di Indonesia. 
Jumlah arus migran masuk terlihat lebih tinggi pada pulau yang memiliki 
provinsi-provinsi dengan tingkat pembangunan yang pesat pula. Situasi ini dapat 
dicermati pada Grafik 1.3 yang menunjukkan bahwa proposi distribusi Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa sempat mengalami penurunan 
pada tahun 2011 menjadi sebesar 56,69 persen, dan kemudian meningkat setiap 
tahunnya sampai dengan tahun 2015, di mana proporsi PDRB di Pulau Jawa 
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merupakan yang terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 58,34 persen. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan perekonomian Indonesia dan 
pembangunan masih terpusat di Pulau Jawa.  
Grafik 1.3 
Total Proporsi PDRB di Pulau Jawa Atas Dasar Harga Berlaku 2010-2015 
(Persen) 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
Banyak penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan kaitan antara 
migrasi dan kondisi sosial ekonomi daerah tujuan para migran. Lewis (1954) 
berpendapat bahwa fenomena migrasi terbentuk dari perbedaan dua sisi 
ekonomi, yaitu surplus tenaga kerja dan surplus modal. Di samping itu, sebagian 
besar migran berfokus pada perbedaan upah, kesempatan untuk meningkatkan 
keadaan sosial ekonomi, dan faktor lain yang mendorong mereka keluar dari 
daerah asalnya. 
Migrasi berkembang karena perbedaan-perbedaan antara upah yang 
diharapkan yang terjadi di perdesaan dan perkotaan. Penetapan upah minimum 
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menetapkan upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. 
Hal inilah yang akhirnya akan menarik penduduk desa untuk melakukan migrasi 
ke daerah lain dengan harapan memperoleh upah yang lebih tinggi untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Fenomena ini sejalan dengan teori 
Todaro yang menyatakan bahwa migran akan memutuskan untuk melakukan 
migrasi jika penghasilan bersih di kota melebihi penghasilan bersih yang tersedia 
di desa. (Todaro, 1998).  
Hal ini juga sejalan dengan asumsi Lewis bahwa tingkat upah di daerah 
perkotaan minimal harus 30 persen lebih tinggi dibanding upah di daerah 
pedesaan, yang akan memaksa para pekerja berpindah dari daerah asal menuju 
daerah tujuan. Perkembangan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) 
di Pulau Jawa ditampilkan pada Grafik 1.4. 
Grafik 1.4 
Upah Minimum Regional/Provinsi di Pulau Jawa Tahun 1995, 2000, 2005, 
2010, dan 2015 (Ribu Rupiah) 
 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
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seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitas orang tersebut. Di mana 
peningkatan pendapatan perkapita akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi. 
Para migran memprediksi bahwa pendapatan yang diharapkan di kota akan lebih 
banyak (Todaro, 1998).  
Hal ini terjadi pada enam provinsi di Pulau Jawa. Semakin meningkat 
UMP, semakin banyak pula migran yang datang. Berdasarkan Grafik 1.4, terlihat 
bahwa setiap tahunnya UMR/UMP di Pulau Jawa terus meningkat. Selama lima 
tahun sekali dapat diketahui bahwa peningkatan UMR/UMP di Pulau Jawa 
dengan kenaikan yang signifikan yaitu di Provinsi DKI Jakarta, di mana pada 
tahun 2010 UMP di DKI Jakarta sebesar 1118 ribu rupiah naik lebih dari 100 
persen di tahun 2015 menjadi sebesar 2700 ribu rupiah. Nilai tersebut merupakan 
UMP tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2015. UMR tertinggi setelah DKI 
Jakarta yaitu Provinsi Banten sebesar 1600 ribu rupiah. Selain dua daerah 
tersebut, UMR dikategorikan memiliki peningkatan yang kecil. Meski deikian, 
biaya hidup di Jawa tergolong kecil atau murah. Hal tersebut dapat mendorong 
masyarakat dari daerah lain bermigrasi ke Pulau Jawa karena biaya hidup yang 
murah walaupun nominal upah kecil.  
Selain upah minimum, faktor lain yang menjadi alasan migrasi ke Pulau 
Jawa adalah karena pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah 
bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur 
jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan 
pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran 
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Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari 
kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, 
maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi 
(Sukirno, 2000) 
Ditinjau dari sisi tenaga kerja, dalam jangka pendek, pengeluaran 
pembangunan dapat mengurangi jumlah pengangguran, karena jika pengeluaran 
pembangunan meningkat, maka semakin banyak proyek-proyek pembangunan 
yang dilaksanakan sehingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga 
meningkat. Kondisi ini akan menarik minat angkatan kerja baik dari daerah 
bersangkutan maupun daerah lain untuk terlibat dalam proyek pembangunan 
tersebut, sehingga migrasi penduduk tidak terhindarkan. 
Beberapa provinsi di Pulau Jawa memiliki APBD yang cukup besar 
dibanding provinsi di wilayah lainnya, terutama di bagian timur Indonesia. 
Situasi ini dapat dicermati pada Tabel 1.1, di mana belanja masing-masing di 
Pulau jawa selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah pengeluaran 
belanja enam provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2015 mencapai Rp156,17 triliun 
atau sebesar 25 persen dari total pengeluaran seluruh provinsi di Indonesia 
senilai Rp605,57 triliun. 
Tabel 1.1  














2005 17 444 619 6 048 094 4 633 297 1 070 546 6 348 467 1 940 820 
2006 18 688 643 6 964 665 4 794 746 1 517 571 6 855 218 2 065 998 
2007 20 586 014 8 625 321 6 051 713 1 795 670 8 799 028 2 500 485 
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2008 23 698 267 10 243 087 6 380 478 1 571 892 9 888 942 2 673 816 
2009 26 774 499 11 531 945 7 530 673 1 630 773 11 976 298 3 374 934 
2010 33 223 439 13 503 603 8 786 746 1 859 143 13 058 159 4 291 462 
2011 41 854 732 19 881 315 12 402 216 2 465 343 16 902 515 5 788 550 
2012 48 981 265 22 172 242 14 649 375 2 986 257 19 126 278 6 681 044 
2013 51 418 296 25 897 425 16 846 898 3 529 399 22 619 271 8 138 238 
2014 53 419 020 28 561 853 18 517 591 3 911 108 24 678 649 9 236 215 
2015 67 168 142 29 406 857 22 626 202 4 326 993 23 759 136 8 883 576 
 Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 
DKI Jakarta merupakan provinsi terkaya di Pulau Jawa. Berdasarkan data 
Tabel 1.1, pengeluaran di ibukota Indonesia ini pada tahun 2015 mencapai 
Rp67,16 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding dengan provinsi-
provinsi lainnya di Pulau Jawa. Lalu, provinsi dengan pengeluaran terbesar 
kedua adalah Jawa Barat yaitu sebesar Rp29,43 triliun, kemudian diikuti oleh 
Jawa Timur di urutan ketiga dengan Rp23,75 triliun. Sementara itu, provinsi 
dengan pengeluaran terendah di Jawa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 
hanya Rp4,32 triliun.  
Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap migrasi ke Pulau Jawa 
adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa yang ditandai dengan 
semakin besarnya investasi pada berbagai sektor perekonomian dan 
berkembangnya jumlah industri. Perkembangan tersebut dapat menarik tenaga 
kerja daerah lain untuk bisa bekerja di daerah Pulau Jawa dan akan menambah 
jumlah penduduk di Pulau Jawa.  
Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal 
untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan  produksi 
untuk menambah kemampuan  produksi barang dan jasa yang tersedia  dalam 
perekonomian. (Sutawijaya, 2010). Menurut Sukirno (2000),  kegiatan investasi 
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memungkinkan masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan 
kesempatan kerja sehingga meningkatkan pendapatan nasional dan 
meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. 
Investasi merupakan penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena di 
samping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, investasi juga dapat 
meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan 
kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari 
meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Makmun dan Yasin, 
2003). 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Sampe (2015) menunjukkan bahwa 
investasi berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk migran masuk risen di 
Kota Makasar. Investasi dialokasikan untuk membiayai beberapa sektor publik 
yang penting, di antaranya kelengkapan fasilitas dan infrastruktur di kota. 
Misalnya pada bidang pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu faktor 





Investasi Dalam Negeri di Pulau Jawa Tahun 1995-2015 (Juta Rupiah) 
 
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah 
Berdasarkan Grafik 1.5, total investasi di Pulau Jawa setiap lima 
tahunnya mengalami kenaikan, di mana kenaikan yang sangat signifikan terjadi 
pada tahun 2010-2015 dengan nilai investasi sebesar Rp103,7 triliun. Hal itu 
sejalan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya pengangguran 
di Pulau Jawa, karena investasi merupakan salah satu komponen dari 
pengeluaran agregat. Kenaikan investasi dapat meningkatkan permintaan 
agregat, pendapatan nasional, serta kesempatan kerja. 
B. Rumusan Masalah 
Migrasi merupakan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Pulau Jawa merupakan salah satu tujuan yang banyak dipilih migran untuk 
memperbaiki hidup. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat 
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besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu harapan untuk mendapatkan 
kesempatan kerja yang lebih baik di kota. Dengan tingkat upah yang lebih tinggi 
tersebut penduduk mengharapkan pendapatan yang diperoleh akan lebih besar. 
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang perlu mendapat 
perhatian dan menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah masalah migrasi masuk 
ke Pulau Jawa yang sangat tinggi, agar nantinya tidak menimbulkan masalah 
yang akan membebani pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok 
permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi/Regional (UMP) terhadap 
migrasi masuk ke Provinsi di Pulau Jawa? 
2. Bagaimana pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap 
migrasi masuk ke Provinsi di Pulau Jawa? 
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap migrasi masuk ke Provinsi di Pulau 
Jawa? 
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap migrasi masuk ke 
Provinsi di Pulau Jawa? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
antara lain: 
1. Untuk mengestimasi pengaruh Upah Minimum Provinsi/Regional (UMP) 
terhadap migrasi masuk ke Provinsi di Pulau Jawa. 
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2. Untuk mengestimasi pengaruh PDRB terhadap migrasi masuk ke Provinsi di 
Pulau Jawa. 
3. Untuk mengestimasi pengaruh investasi  terhadap migrasi masuk ke Provinsi 
di Pulau Jawa. 
4. Untuk mengestimasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap migrasi 
masuk ke Provinsi di Pulau Jawa. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis, dimana penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 
membuktikan secara empiris hubungan antara variabel ekonomi yang akan 
diuji yaitu Migrasi masuk dengan indikator Upah Minimum 
Provinsi/Regional (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , 
investasi, dan pengeluaran pemerintah 
2. Manfaat praktis, dimana penelitian diharapkan dapat memberikan informasi 
atau referensi bagi pembaca yang berkaitan dengan kependudukan dan 
ketenagakerjaan terutama tentang mobilitas migrasi  penduduk ke Provinsi 
Pulau Jawa. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan saran 
dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna 
menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatakan sumbangan yang sangat 
besar pada kebijakan kependudukan . 
3. Manfaat lainnya, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 
satu acuan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 
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E. Metodologi Penelitian 
E.1 Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
mengambil ruang lingkup yang mencakup seluruh provinsi di Pulau Jawa. 
Dimana peneliti menganalisis bagaimana pengaruh Upah Minimum 
Provinsi/Regional (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
Investasi,dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap migrasi masuk ke seluruh 
provinsi yang ada di Pulau Jawa. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Data 
sekunder adalah adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber hasil penelitian 
yang telah ada serta laporan-laporan dari instansi tertentu, misalnya Badan Pusat 
Statistik (BPS), ataupun publikasi lainnya. yang berbentuk data urut waktu (time 
series) dengan rentang waktu tahun 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 dan cross 
section yang meliputi 6 provinsi di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan data 
Upah Minimum Provinsi/Regional (UMP), Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB), investasi, dan pengeluaran pemerintah. Sumber data berasal dari Badan 
Pusat Statistik RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal  
E.2 Alat Analisis 
Alat analisis yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh, Upah 
Minimum Provinsi/Regional (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
investasi,dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap migrasi masuk ke 
provinsi di Pulau Jawa adalah analisis regresi data panel. Adapun model 
ekonometrika yang digunakan merupakan modifikasi dari jurnal Saputra dan 
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Budiarti (2017)  
MIGRASIit = α + β1UMPit + β2PDRBit + β3INVit + β4GOVit + µt 











= Jumlah migrasi masuk (jiwa) 
= Upah Minimum Provinsi (ribu rupiah) 
= PDRB (miliar rupiah) 
= Nilai investasi (miliar rupiah) 
= Pengeluaran pemerintah (miliar rupiah) 
= Konstanta 
= Koefisien masing-masing variabel independen 
= Error term/residuals 
= Enam Provinsi di Pulau Jawa  
= 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh gambaran singkat dan memudahkan dalam 
pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika secara garis besarnya 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 
penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang landasan teori relevan yang mendukung masalah 
yang sedang dikaji, anatara lain pengertian dan teori terkait pokok 
bahasan yang akan dijelaskan, penelitian-penelitian terkait yang telah 
dilakukan sebelumnya untuk dipakai sebagai acuan dalam menganalisis 
17 
 
faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah ke non 
sawah, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber data, metode 
penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik analisa data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berupa analisis faktor 
faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah ke non sawah di 
provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. 
Dalam hal ini juga berisi saran yang di rekomendasikan kepada pihak 
terkait atas dasar temuan untuk dijadikan bahan referensi atau evaluasi 
di masa yang akan datang. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
